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KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA  

 SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM BIDANG PERDATA  

SECARA NON LITIGASI PADA KANTOR CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN  

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  

 

INTISARI 

Oleh: 

Sri Murniati 1, Sutanto2 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Kewenangan 
Jaksa Pengacara Negara sebagai wakil dari Pemerintah dalam bidang perdata 
secara non litigasi dengan implementasi dalam memberikan bantuan hukum pada 
Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan DIY dan kesesuaiannya dengan fakta-fakta 
yang ada di lapangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu juga untuk 
mengetahui hambatan, solusi mengatasinya serta keuntungan mempergunakan 
jasa Jaksa Pengacara Negara. 

 
Penelitian ini merupakan penelitian Yuridia normatif, yang dimaksudkan 

untuk mencari data lapangan dan data kepustakaan yang kemudian dikaji dengan 
norma-norma hukum yang ada. Cara memperoleh data yakni melalui penelitian 
lapangan dan kepustakaan. Data disajikan secara deskriptif dan dianalisis  secara 
kualitatif. Data yang relevan yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan 
kepustakaan dikaji lebih lanjut dan dihubungkan dengan norma yang berlaku, 
yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan 
yang dapat menjawab permasalahan. 

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah Jaksa Pengacara Negara mempunyai 
kewenangan dalam memberikan bantuan hukum secara non litigasi kepada BPJS 
Ketenagakerjaan meskipun uang iuran program BPJS Ketenagakerjaan bukanlah 
uang negara (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) ataupun piutang negara 
melainkan merupakan uang iuran dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan 
Karena iuran program BPJS Ketenagakerjaan merupakan iuran wajib yang harus 
dipatuhi berdasarkan undang-undang sistim jaminan social nasional dan undang 
undang tentang badan penyelenggara jaminan social.  Namun fakta di lapangan 
masih terdapat perusahaan yang wajib daftar BPJS Ketenagakerjaan namun belum  
mendaftar kepesertaan Karena telah ikut dalam asuransi swasta.  

 
Kata kunci : Jaksa Pengacara Negara, Bantuan Hukum, Non Litigasi.  
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AUTHORITY OF STATE PROSECUTOR AS GOVERNMENT 

REPRESENTATIVE IN NON LITIGATION CIVIL CASE AT 

YOGYAKARTA BRANCH OFFICE OF THE WORKERS’ SOCIAL 

SECURITY AGENCY  

 

ABSTRACT 

 

By 

Sri Murniati1, Sutanto2 

This research was intended to identify and to analyze authority of state  

prosecutor as representative of government in civil case with non litigation 

approach with implementation in providing legal assistance at Yogyakarta branch 

of Workers’ Social Security Agency and its match to facts and valid regulation. It 

was also intended to find out obstacles, their solution and benefit of using service 

of state prosecutor.  

It was juridical normative research that was intended to  look for field data 

and library data that was then analyzed using valid law norms.  Data w as obtained 

with field study and library study. Then, the data was analyzed further and 

associated with valid norm. It was composed systematically to obtain conclusion to 

answer the problem.  

The conclusion of the research is that state prosecutor has auth ority in 

providing non litigation legal assistance to Workers’ Social Security Agency 

although contribution fund of Workers’ Social Security program is not state asset 

(non non-tax state revenue) or state receivable, but it is contribution from Workers’ 

Social Security member. It is a mandatory contribution that should be done based 

on Law on National Social Security system and law on Workers’ Social Security 

Agency. However, the fact indicates that there are employers with mandatory 

registration type have not registered the membership because they have followed 

private insurance.  
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